SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI APLIKASI
SI PERI TERCANTIK (SISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
TERINTEGRASI CEPAT DAN SIMPATIK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan asas
pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat,
mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan
ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta untuk
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perlu
membangun sistem aplikasi dalam pemberian pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Melalui Aplikasi Si
Peri Tercantik (Sistem Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Terintegrasi Cepat dan Simpatik) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan :

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2020 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor
157);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN MELALUI APLIKASI SI PERI TERCANTIK
(SISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
TERINTEGRASI CEPAT DAN SIMPATIK) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TANAH LAUT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Petugas DPMPTSP adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap
yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
Kabupaten Tanah Laut, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Cepat dan
Simpatik yang selanjutnya disebut Si Peri Tercantik adalah aplikasi
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dengan sistem
Apperindu (Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut).
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan melalui komputer, gadget atau sistem elektronik lainnya.



(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi
pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan memberikan
kemudahan serta akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan perizinan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan
akuntabel.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan
hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui
aplikasi.

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan melalui aplikasi dengan nama SI PERI TERCANTIK.

BAB II
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN MELALUI APLIKASI SI PERI TERCANTIK

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui
aplikasi Si Peri Tercantik dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan dengan memberikan percepatan penyelesaian
dokumen perizinan menjadi 1 (satu) hari selesai (One Day Service).

(1)

(2)

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

MELALUI APLIKASI SI PERI TERCANTIK
Pasal 4

Tahapan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui

aplikasi Si Peri Tercantik meliputi:

a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran melalui online dan offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari Petugas DPMPTSP
dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui
sistem;

b. petugas Back Office akan melakukan verifikasi dan validasi data dan
dokumen persyaratan melalui sistem,;

c. Kepala Dinas menandatangani izin yang sudah diverifikasi dan
divalidasi melalui sistem; dan

d. Pelaku Usaha menerima izin yang sudah selesai dalam bentuk
dokumen elektronik.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan pada

DPMPTSP.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

. o B Ditetapkan di Pelaihari
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA .
KEPALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 19 Juli 2021
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH LAUT,

ALFIRIAL, S, MH Ttd

NIP. 19750203 199903 2 008

H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 64



